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ABSTRAK 

 

      Tindak pidana korupsi dalam hal menimbang pada huruf a Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut sebagai kejahatan 

yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan berdasarkan 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Jaksa diberikan 

wewenang khusus sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi dan 

selanjutnya jaksa juga bisa melaksanakan tugas umumnya di bidang penuntutan. 

      Karena luar biasanya pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam Pasal 32, 

33 dan 34 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi diterangkan bahwa jaksa sebagai pengacara negara dapat 

melakukan gugatan secara perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan 

negara dan pada Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004. 

      Berdasarkan aturan-aturan yang di atas, penulis melihat bahwa eksistensi 

kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya semata 

pada hal penyidikan, penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang menyebabkan 

seseorang dapat diberikan pidana badan (penjara) saja, tetapi jaksa juga dapat 

sebagai pengacara negara yang mewakili pemerintah untuk mengajukan gugatan 

secara perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebanyak-

banyaknya. 

 

Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara – Kerugian Negara – Tindak Pidana 

Korupsi 
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ABSTRACT  

  

      Criminal act of corruption in the case of considering the letter a of the law 

Number 20 Year 2001 about amendment to Law Number 31 year 1999 that is 

about eradication of corruption is called a crime that its eradication must be 

carried out remarkably and based on the law Number 16 Year 2004 about 

judiciary, in which prosecutor is given special authority as investigator in 

corruption criminal cases and subsequently the prosecutor can also carry out their 

general duties in the prosecution field. 

      Because of the extraordinary eradication of corruption, in Article 32, 33, and 

34 of Law Number 31 Year 1999 on the eradication of corruption, it is explained 

that the prosecutor as a state lawyer can take a civil suit to restore the state 

financial loss and to the attorney law Number 16 year 2004. 

      Based on the rules above, the writer notices that the existence of prosecutor in 

making serious efforts to eradicate corruption is not only merely on investigation 

in which prosecution in a criminal act of corruption that causes a person to be 

given a criminal body (prison) only but also prosecutor also can be state lawyer 

who is representing the government to file a civil suit to recover the state’s 

financial losses as much as possible. 

Key words : State Prosecutor – Loss of the State – Criminal act of Corruption 
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